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Bursa Berjangka

Bappebti Blokir 1.855 Situs Entitas PBK llegal

JAKARTA-Badan Peng-
awas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Kemen-
terian Perdagangan pada 2023
memblokir 1855 silus web
yang melakukan kegiatan pe-
nawaran ilegal di bidang Per-
dagangan Berjangka Komoditi
(PBK). Pemblokiran bertujuan
untuk melindungi masyarakat
dari potensi kerugian yang di
timbulkan dan memberikan
kepastian hukum bagi para pe
laku usaha di bidang PBK.

“Penawaran melalui kegiat-
an promosi, iklan dan/atau
pelatihan PBK  ilegal masih
marak terjadi di Indonesia me-

lalui media sosial, situs web,
maupun penggunaan aplikasi
ponsel pintar (smartphone).
Untuk itu, masyarakal diimbau
agar selalu berhati-hali lerha-
dap penawaran yang dilakukan
oleh oknum atau pihak yang
tidak bertanggung jawab,” ung-
kap PIt. Kepala Bappebti Kasan
di Jakarta, Kamis (1/2).

Kasan menjelaskan Bap
pebti secara rutin dan  ber
kelanjutan terus melakukan

upaya preventil dan represil

agar masyarakal merasa aman
serta lerhindar dari modus-
modus penipuan dan potensi
kerugian dari kegiatan PBK ile-

gal. Masyarakat juga diharap-
kan berperan akiil melaporkan
ke Bappebti bila menemukan
adanya penawaran kegialan
ilegal di bidang PBK.

“Upaya tersebut merupa-
kan bentuk kolaborasi antara
Bappebti dengan masyarakat
dalam memberantas kegiatan
ilegal di bidang PBK. Bappebti
berharap semakin banyak ben
tuk kolaborasi yang dibangun
antara Bappebti dengan ma
syarakal, maka akan meng-
oplimalkan upaya pemberan-
Llasan aktivitas PBK ilegal yang
saal ini lengah dilakukan,” jelas
Kasan.

Upaya Hukum

Kepala Biro Peraturan Per-
undang-undangan dan Penin-
dakan, Aldison menegaskan
seliap pihak yang melakukan
kegiatan PBK di Indonesia
wajib memiliki izin dari Bap-
pebti serta tunduk dan patuh
pada ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang ber-
laku di Indonesia.

Entitas ilegal yang akan
melakukan kegiatan usaha di
Indonesia, wajib mengajukan
perizinan kepada Bappebti
sebelum  melakukan  kegial-
an usaha di Indonesia. “lika
ditemukan adanya kegiatan

di bidang PBK tanpa memiliki
izin, maka Bappebli akan me-
lakukan langkah hukum sesuai
peraturan yang berlaku,” legas
Aldison.

Situs web PBK ilegal yang
telah dilakukan pemblokiran
oleh Bappebti dapat dilakukan
normalisasi apabila entitas pe-
milik situs web tersebut beriti-
kad baik untuk mengurus per
izinan ke Bappebti.

Langkah ini dilakukan se
bagai upaya pembinaan lerha-
dap entitas ilegal untuk patuh
terhadap kelentuan peraturan
perundang-undangan di  bi-
dang PBK. ® ers/E-10
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